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BENCANA STRATEFIS
(RENSTRA)

encana Strategis Perangkat Daerah yang disingkat

dengan Renstra Perangkat Daerah adalah

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk

periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah

memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan
Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas
dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman
kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

% Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:
a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal,
C. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat
Daerah;
perumusan rancangan akhir; dan
penetapan.
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+ Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1. Persiapan Penyusunan Renstra
a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang
b. pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
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c. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah; \
d. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra¥ger a
gLJ

Daerah; dan
e. penyiapan data dan informasi perencanaan pcm
Daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daera
bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD.
disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

a. pendahuluan;

b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
d. tujuan dan sasaran;

e. strategi dan arah kebijakan;

f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
<. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan

h. penutup.

3. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun
dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat
Daerah Dberdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang
penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah
a. Rancangan Renstra Perangkat Daerah dibahas dalam forum
Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

b. Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat
Daerah dirumuskan dalam Berita Acara.

c. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan
berdasarkan Berita Acara

d. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disampaikan oleh
kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk
diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam
penyempurnaan rancangan awal RPJMD. Verifikasi
bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat

g



Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD\dan
mengakomodir hasil Berita Acara sebagaimana‘ u
Dalam hal hasil verifikasi ditemukan ketidaks§fuaian
BAPPEDA menyampaikan saran dan rekome J
penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat
kepada  Perangkat Daerah. Setelah disempur
disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah
penyampaian rancangan RenstraPerangkat Daerah

e. Penyampaian Rancangan Renstra Perangkat Daerah paling
lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan forum
Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

4. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah
Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah
dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program
dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah
kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

5. Penetapan Renstra Perangkat Daerah
a. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, disampaikan
kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk
diverifikasi. Verifikasi harus dapat menjamin tujuan,
sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan
Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras
dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Apabila hasil
verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA
menyampaikan saran dan rekomendasi untuk
penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah
kepada Perangkat Daerah. Verifikasi rancangan akhir
Renstra Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu
setelah penyampaian rancangan akhir Renstra Perangkat

Daerah
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b. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, disamp)kan
paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peratur®y a
tentang RPJMD ditetapkan.

¢. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah% IJ
disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Pe{gngkat
Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk dilakukan
penetapan Renstra Perangkat Daerah.

d. Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada
paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah
tentang RPJMD ditetapkan, dan menjadi pedoman kepala
Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah
dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

+ Penyajian Dokumen Renstra
Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perumusan
rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah diuraikan
sebelumnya, disusun secara sistematis kedalam naskah
rancangan Renstra Perangkat Daerah, dengan sistematika
penulisan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat
Daerah, fungsi Renstra  Perangkat Daerah  dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan
Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat
Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra
provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.



1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang,
pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan
lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tu
fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman
dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan
penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra
Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BABII
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat
Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,
mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki
Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya,
mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan
melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya,
mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang
telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya,
dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan
dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.



2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat D&r '
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pe&e an
Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daer
uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu ese
kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur o
Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan orga
jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah
(proses,prosedur,mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang
dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan
fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan
unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daecrah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat
Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah
periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib,
dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah
dan/atau indikator lainnya seperti MDG’s atau indikator yang
telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun tabel yang perlu
disajikan adalah hasil pengisian dengan format sebagai berikut:



Tabel
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah *).................
Provinsi/Kabupaten/Kota ..................
Indikaror Target Renstra
Kinerja Target Perangkat Realisasi Capaian | Rasio Capaian pada
NO sesuai Tugas TargetTarget Indﬁor Daeran Tahun Tahun ke- Tahun ke-

dan Fungsi |[NSPK| IKK A ke-
Peranghkat Lainnya

Daerah 12|34 5|1 |2 )|3(4|5|1|2|]3|4]|5

(1)

Setelah penyajian setiap tabel diatas, dikemukakan apa saja
interpretasi atas hasil pengisian tiap tabel tersebut.
Setelah penyajian, interpretasi sekurang-kurangnya
mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan,
pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja
yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada
pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang
mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut.

Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi
dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari
kinerja pelayanan periode sebelumnya.

l

i2) (3 (4 15 (S TN N @O 21 3)) (21 S 16 [ 17 (1 Epi 1[I 20) *



Tabel
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah® .............
Provinsi/Kabupaten/Kota**).. .......c.cc.......
Urai Anggaran pada Tahun | Realisasi Anggaran pada | Rasio antara Realisasi dan Rata-rata
tax.'an ke- Tahun ke- Angearan Tahun ke- Pertumbuhan
1/121314(5]11213]4 511121314/ 5 |Angran/|Realisasi

(1)

24

‘) diisikan dengan nama Perangkat Daerah
*)  diisikan dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota
*4)  disesuaikan dengan kewenangan Perangkat Daerah

Setelah penyajian Tabel, interpretasi sekurang-kurangnya
mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan
anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal
mana yang baik atau kurang Dbaik, dan selanjutnya
mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi
kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah,
misalnya prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil
(sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan
sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan  untuk
menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan
pelayanan Perangkat Daerah.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L
dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi)
dan  Renstra  Perangkat  Daerah  provinsi  (untuk
kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil
analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan
dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah
pada lima tahun mendatang.

!
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Bagian ini mengemukakan macam pelayanan,\e an
besaran  kebutuhan  pelayanan, dan arahan lokys'
pengembangan pelayanan yangdibutuhkan

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah Pada bagian ini dikemukakan
permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil

kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat
Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala
daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya
berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat
Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan
pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat
mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan
wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang
kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis
pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat
ataupun faktorfaktor pendorong dari pelayanan Perangkat
Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan
Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah
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Renstra  K/L  ataupun  Renstra  Perangkat D&rah
provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Pada bagian ini dikemukakan apa saja fakto
penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat
yang mempengaruhi permasalahan pelayanan
Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan
Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan
pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:
1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah

provinsi/kabupaten/kota;

4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.
Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis
dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan
demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja
isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat
Daerah tahun rencana

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan
sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan
dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta
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indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana bePikut

ini.
Tabel'
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
INDIEATOR TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN
NO. | TWJUAN | SASARAN
TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-

1j # 3 4] = (1] il 1] k]
BABV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan
arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang,
yaitu dari Tabel berikut.
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Tabel
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebdjakan

VISl . [Duisi dengan visi RFJMD periode berkenaan)
MISIT :([Dusi dengan mis: RPJMD penode berkenaan)
Tujuan Sasaran Strateg Arah Kebijakan

1. Sasaran 1.1 Strategr 1.1 1. Arah Kebgjakan 1.1

Tuuan 1 | 2, Sasaran 1.2 1. Strategi 1.2 2. Arah Hebijakan 1.2
3. Dst.. 2. Dst..... 3. Dst...
1. Sasaran 2.1 1. Strategi 2.1 1. Arah Kebjakan 2 1

Tujuan 2 | 2. Sasaran 2.2 2. Strategi 2.2 2. Arah Kebyjakan 2.2
3, Dst. 3. Dst... 3. Dst

Dst...... Dst...... Dst..... Dst......

MISIII : (Diisi dengan mis: RPJMD periode berkenaan)

Tujuan Sasaran Strateg: Kebyjakan

1. Sasaran 1.1 1. Strategi 1.1 1. Arah Kebijakan 1.1

Tuuan 1 | 2. Sasaran 1.2 2. Strategi 1.2 2. Arah Kebjjakan 1.2
3, Dst 3. Dst..... 3. Dst...
1. Sasaran 2.1 4. Strategi 2.1 1. Arah Kebjjakan 2.1

Tuman 2 | 2. Sasaran 2.2 5. Strategi 2.2 2. Arah Kebijalkan 2.2
3. Dst... 6. Dst.._.. 3. Dst

Dst ... Dst...... Dst ... Dst.....

Dat .

Tabel ini dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar
pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan,
sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika
terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan
dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan
perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan
tersebut.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
Adapun penyajiannya menggunakan Tabel berikut.
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Takal*
Rencana Program, Kepatan, dan Pendanaan Perangkal Dagmah .....cceeeenes®)
Proviest/Kabupaten  Koth. .. ..o )

farpes Laars Progras dos Lerangion Pradiassas
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') daalcan, dengan namas Parangkat Daerah
*4) dassdosn, dengan eama Provinsi) Kabupaten/ Kota

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah
yang secara langsung menunjukkan Kkinerja yang akan dicapai
Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen
untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan
sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel berikut
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Tabel
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD
Kondisi Kondisi
Kinerja pada awal Target Capaian Setiap Tahun Hinesja
NO | Indikator|  periode RPJMD pada akhir
tatwn O Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | periode
un
1 2 3 3 5 RRJMD
i1 2 (3 4 =] 16) (7 (B) ]

!

a

Naskah rancangan Renstra Perangkat Daerah ini selanjutnya
disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada Bappeda untuk di
verifikasi.

BAB VIII
PENUTUP
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BENCANA ZERIA
(RENIA)

encana Kerja Perangkat Daerah yang disingkat
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1
(satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat
program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran
yang disertai indikator kinerja dan pendanaan
sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat
Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat
Daerah dan RKPD.

# Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:
persiapan penyusunan;

penyusunan rancangan awal,

penyusunan rancangan

pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat
Daerah;

perumusan rancangan akhir; dan

penetapan.

a0 oe

-0

* Tata Cara Penyusunan Renja Perangkat Daerah
1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, meliputi:
a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang
pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah,;

s



b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah; \
c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Per&
naJ

Daerah; dan
d. penyiapan data dan informasi perencanaan pem%
Daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Perangkat
Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah
spaling lambat minggu pertama bulan Desember. Penyusunan
rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada
Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat
Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat
Daerah tahun berjalan.

a. Renja disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

a. pendahuluan;

b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;

¢. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah,;

d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. penutup.

b. Renja disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat
Daerah Dbertujuan untuk menjamin kesesuaian antara
program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta
prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja
Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

C. Renja Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat
Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat
Daerah tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa
rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang
disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah
dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran
Renstra Perangkat Daerah.
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d. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurn
berdasarkan surat edaran Kepala Daerah,
perumusan rencana program, kegiatan, indikator
pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelom
berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator
pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sa
pada rancangan awal RKPD.

e. Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru diajukan
kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA dalam
forum  Perangkat  Daerah/lintas  Perangkat  Daerah.

. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

a. Penyusunan  rancangan  Renja  Perangkat  Daerah
merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja
Perangkat Daerah Dberdasarkan surat edaran Kepala
Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat
Daerah

b. Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan
disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas
perangkat Daerah.

¢. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada
kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan
sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD
menjadi rancangan RKPD.

d. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan paling
lambat minggu ketiga bulan Maret.

e. BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja
Perangkat Daerah , Verifikasi harus dapat menjamin
rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan
rancangan awal RKPD. Apabila berdasarkan hasil verifikasi
ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA
menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan
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rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Perarf&kat
Daerah. Verifikasi rancangan Renja Perangkat Da®h

ng
lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian ra ar@
Renja Perangkat Daerah kepada BAPPEDA

4. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat
Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah meru
proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah
menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan
Perkada tentang RKPD. dilakukan untuk mempertajam program,
kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan
program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam
Perkada tentang RKPD. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah
disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA
untuk diverifikasi. paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada
tentang RKPD ditetapkan.

# Penyajian Dokumen Renja
Penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah sekurang-
kurangnya dapat disusun menurut sistimatika sebagai berikut:

BAB1
PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan
rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab
berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat
Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah,
keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen
RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja
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penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum - J

Memuat penjelasan tentang undang-undang,
pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan per
lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat
Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat
Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat
Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BABII
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2)
dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu
pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu
penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra
Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan

9



pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelulh\ a. '

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja‘er

Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat

mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Peran

dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daera

bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dala

ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target
kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target
kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau
melebihi target kinerja program/kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program
Renstra Perangkat Daerah; dan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang
perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab
tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah yang disesuaikan dengan
Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel sebagai
berikut:



Tabel
Rickapiolued Bvabusal Handl Frlakuanass Renjs Peranghat Dacrab das
Pescapainn Fesatrn Perangiuas Daerah o/d Tabua ... fsbus berjalan*
Frovina/ Kaluganen | Keta

RKama Prrangias Daerah Lemibar ;
e | P | T g g |y, | it e
Unssa g Urman |, 1080t | L Kinedi H g :.:..ud MMT:;.T
to | i xwr;-"mpll-" B i m;a“.:“ |~:-ij:-| Capwan Caquas
TS Jorpan | e (it | Pt o e | Dacrah | Megtuieagd | T
T v -3 b3 e = "‘;:}'"“::"':I'" “'r'::"

1 E] 3 i 5 [ T BTt [ IS TR | B sjiiya

e

FiiaT

.
Kapala Peringhist Dusirah %)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat
Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan
dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi
masingmasing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai
tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap
Perangkat Daerah perlu terlebihdahulu menjelaskan apa dan
bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerjadan indikator
kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan
fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah
yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu
disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat

el



Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah mz&n ~

S\

masing, dengan format Tabel sebagai berikut:

Tabel
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
ProvinsifKabupaten /Kota ...

RO

SPM/stan
Indikator dar

neasaonal

IKK

Target Renstra Perangkat Daerah

Realisasi

Capazan

Proyeksi

Catatan

Tahun

thn n-2)

Tahun

thn n-1)

Tahun

(trn n)

Tahun

[thn n+]

Tahun | Tahun

[thn n-2)jthn n-1)

Tahun

[tnn n)

Tahun Analizis

[thn n+]

n

12 13

[}

&

6

]

18]

™ (10}

1)

(12 (13

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah
dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat

Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan

sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan

Daerah

kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka

pencapaian kinerja pembangunan;

Perangkat

kabupaten/kota

serta

dengan

. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala

daerah, terhadap capaian program nasional/internasional,

e




seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Deve]op‘:

Goals);
ana’

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pghy.
-
tatan

Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan
yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam peru
program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara
rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan
catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan
awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan
kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal
RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun
besarannya berbeda; dan

4. Lampirkan tabel berikut:



|

Tabel

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun .........
Provinsif Kabupaten/Kota ............. *

Nama Perangkat Daerah:............. Lembar.......dari.........

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

oo Lokasi e ~ | indikatif Kegia Lokasi Haes ) Dana | Penting
giatan erja | capaian tan inerja | capaian _
(Rp.000) (p.000)

)
Pagu Kebutuhan | Catatan
No | Program/ | Indikator | Target Program/ Indikator | Target

m{ m 13 4y 5 () 1] 18] 9 (10} (11} 13

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap
program/kegiatan  yang  diusulkan  para  pemangku
kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung
dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan
tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang
langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun
berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah
provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan
musrenbang  kabupaten/kota  (bila sudah  dilakukan).
Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:
1. Penjelasan  tentang  proses  bagaimana  usulan
program/kegiatan  usulan pemangku kepentingan
tersebut diperoleh;
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2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan de‘ an
Perangkat Daerah; '
3. Sajikan Tabel sebagai berikut: “

Tabel
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun ...

Provinsi/Kabupaten/Kota .........

Nama Perangkat Daerah : .......

Indikator Besaran/
No Program/Kegiatan Lokasi Catatan
Kinerja Volume

(1) 2) (2) (4) (5) (6)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana
dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan
dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan
tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat
Daerah.



3.3 Program dan Kegiatan \ '
Berisikan penjelasan mengenai: \
day

A. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan ter
rumusan program dan kegiatan. Misal:

a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
b. Pencapaian SDGs,

c. Pengentasan kemiskinan,

d. Pencapaian NSPK dan SPM,

e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
f. Pengembangan daerah terisolir,

<. Dsb.

B. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan
kegiatan, antara lain meliputi:

v Jumlah program dan jumlah kegiatan.

v’ Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja
yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang
terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat
tertentu).

v Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci
menurut sumber pendanaannya.

C. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai
dengan rancangan awal RKPD, baik  jenis
program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi
keduanya.

D. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil
pengerjaan Tabel, yaitu sebagai berikut:
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Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun ..........
dan Prakiraan Maju Tahun..........
Provinsi/Kabupaten/Kota .............

Nama Perangkat Daerah : .....coovcmnees

Prakiraasn Maju

Rencana Tahun ............ (Tahun
Urusan/Bidang Rencans Tahun
Indilcntor Rercana)
Uruyssn | | e
Minern Catatan
Boete Peserintalan Target Target |Kebutuhsn
Program Kebutubhan Penting
Daerah dan (Capadan Sumber Capaises Danaf
fKegintan [Lolkasi Dana f Pagu
Progeam f Kegiatan Kinerja Dana Kinerjs Pagu
I ibenitif
Irnclibemt sl

ni 2} = ) = L] ) =) L] (o

Catatan:
= Isikan angka tahun rencana, nama provinsi, nama Perangkat Daerah, nomor
lembar dan jumlah lembar, pada tabel diatas
= Pengisian tabel berdasarkan hasil hitungan pada Tabel T-B.36.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V
PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a.

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam
rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan
anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana tindak lanjut.
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Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tarfegal
dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan ta M an
kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daergf yan

bersangkutan. J
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3

PETUNIUK TERNIS PELAXSANAN
MUSTENEANG BXPD

+ PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD

BAPPEDA  sebagai  pelaksana dan  mengkoordinasikan
Musrenbang RKPD Kota dengan bertujuan untuk membahas
rancangan RKPD Kota untuk :

a. menyepakati permasalahan pembangunan Daerah;

b. menyepakati prioritas pembangunan Daerah;

c. menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator
dan target kinerja serta lokasi;

d. penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah
dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan

e. klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan
kewenangan Daerah Kota dengan program dan kegiatan
desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang
kecamatan.

Hasil Musrenbang RKPD Kota dirumuskan dalam berita acara
kesepakatan dan ditandatangani oleh wunsur yang mewakili
pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD Kota.
Musrenbang RKPD dilaksanakan paling lambat pada minggu
keempat bulan Maret dengan Unsur-unsur yang dilibatkan dalam
musrenbang RKPD Kota sebagai berikut:
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a. Peserta \ '

Peserta musrenbang Kota terdiri dari wali kota
wali kota, pimpinan dan anggota DPRD Kotafff unsu
pemerintah pusat, pejabat BAPPEDA dan Peran& aJ
provinsi, pejabat Perangkat Daerah Kota, para cam¥®§ para
delegasi mewakili peserta musrenbang keca
akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, unsur
pengusaha/investor, keterwakilan perempuan dan kelompok
masyarakat rentan termajinalkan serta unsur lain yang
dipandang perlu.

b. Narasumber
Pimpinan atau anggota DPRD Kota, pejabat dari
kementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat Perangkat
Daerah provinsi dan pejabat Perangkat Daerah Kota atau
dari unsur lain yang dipandang perlu, dapat diundang
menjadi narasumber musrenbang RKPD Kota.

c. Fasilitator
Tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki
kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan
proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi
musrenbangKota

Petunjuk Tekniks Pelaksanaan

1. Acara pembukaan musrenbang;

2. Rapat Pleno I, pemaparan materi dari para nara sumber
(Pusat dan Daerah);

3. Pembahasan materi dalam sidang kelompok berdasarkan
misi/sasaran/bidang/urusan pemerintahan daerah dapat
melibatkan pejabat kementerian/lembaga serta provinsi bagi
Kota;
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4. Materi yang dibahas antara lain terdiri \ari:
a. hasil berita acara koordinasi teknis pembangum Pria

pusat/ provinsi;
b. kesepakatan pokok-pokok pikiran DPRD. - J

5. Rapat Pleno II, pemaparan hasil sidang kelompok ole¥ysetiap
ketua sidang kelompok, dan tanggapan, penajaman
Klarifikasi dari seluruh peserta musrenbang RKPD untuk
disepakati menjadi keputusan musrenbang RKPD;

6. Perumusan rancangan berita acara musrenbang RKPD oleh
tim perumus yang dipimpin oleh Kepala BAPPEDA
berdasarkan rangkuman hasil rapat pleno II musrenbang
RKPD;
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RANCANGAN BERITA ACARA
HASIL KESEPFARKATAN MUSRENBANG RKPDY

PRI = B A B ATESM RO TA i ]

Pada hami.............Ta |
beslarn oo smbREm . telah diselenggaralan
musrenbang RKPD ProvinsifKabupasen/Kota  ........... yang dihodisi oleh
p..:«mm;hu kepentingan scbagaimanas tercantum dalam dafar hadir pesesta

1 L iTam 1 mecarm Emio

Setelah mempes i T T dan mempestimbanglan:

2. Sambutan-sambuotan yang disampaikan oleh [dijclaskan scoara
bBeruratan pEojabar yvang ik } pada pembulkaan
musnenbang REPD

3. Pe i i i d =i dar jabat yvang
e mymmpaikcany.

4. Tanggapan dan saran dari scharuh pesceria musrenbang RKPD terhadap

ri vang di rkan alch masing-masing ketua kelompok diskuasi
sehagaimana telah di k jedi lomil - 1

diskusi musrenbang REFD, muaks pado:

Hari dan Tanggal

Ja m

Tempat
seluruh pesersa m-u.n—mh;mg RKPD provinsi/kabupatenflootm. ... =
MENYEPAKATI

KESATL :masaran  dan  priorftas  pembangunan  doerah, serta  rencano
program dan locgiasmn yn.ng disertai indikator dan targes kinecja
dan dalaom FEaTLCa TSR REKPD
prowinss fkabupaten kot ... =1 Tabum.... sebapgaimmana
tercantuerm Lax o [0 i mcarn fmio.

HEEDUIA : program dan kegiatan yang belum diskomodir dalam rancangan
REPL} Provinsif kabupaten kats. ... 7] Tahun.... beserta
alasannya sebagaimana tercansum dalam Lampéran [0 berits acam.
Eni.

KETH:A I FLSTNLISar VETEE dal AN Fang merupakan bagian
yang tidak terpisahkon dari hasil kesepakaman Musrenbang REFD
prowinss fkabupaten kot ... =1 Tabhun ... untuk dijsdikan sebagai

bahan peny * akhar RKPD
provinsi fkabupaten fkota. ... *) Tahun ...
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan

.......................... T St —"
Gubernur/bupati/wali kota.....")
=clalku =1
musrenbang RKPD
Provinsi/kabupaten fkota._ ..
Tanda tangan
( Nama)
Mewaic pe REKPD Jr Lot .
NO Nazra 1 7 e ;l'-d-
1-
2.
3
Dwt__
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Rancangan berita acara kesepakan hasil musrenbang &(PD
yang memuat rumusan kesepakatan hasil Mr
RKPD, antara lain terdiri dari lampiramlampir‘an cbagaj

ng

berikut:
a. daftar hadir peserta musrenbang RKPD;
a. Format Daftar Hadir Peserta Musrenbang RKPD
ProvinsifKabupaten fkota.....%)
LAMPIRAN | : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL
MUSRENBAND RKFD
PROVINS]/ KABUPATEN (KOTA....%)
HOMOR :
TANCGAL
DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG REFD PROVINS]/KABUPATEN (KOTA..%)
i :
Targal
Temput
Mo - [0, W Sea—— “““:‘;:' 5 | Terdi tangen
2
3
&
5
i
dat

b. kesepakatan terhadap sasaran dan prioritas pembangunan

daerah; dan

b. Format kesepakatan sasaran dan prioritas pembangunan dasrah REPD

ProvinsifKabupaten [kota. ....")

LAMFIRAN T

EERITA ACARA KESEPAKATAN  HASIL
MUSRENBANG REFD
PFROVINS]KABUPATEN {KOTA

NOMOR :

TANGOAL

BASARAN DAN PRIGRITAS FEMBARGUNAN DAERAH REPD
PROVINEIFKABUPATEN JKOTA .5
TAHUN ... S

Friaritss Pemrbarguran Dasrsh

c. Format kesepakatan program dan kegiaton Perangikat Dasrah REFD

ProvinsifKabupaten [kota. ....")
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c. kesepakatan terhadap program dan kegiatan pera@
daerah. 2
—
c. Format kesepakatan program dan kegiston Perangkat Dasrah REPD
Provinsi/Eabupaten fkota. ....")
LAMFIRAN I : EBERITA ACARA KESEPAKATAN  HASIL

WMLISRENEANG RKIFD
FROVIRE] KABUFATEN /KOTA
MOR :

TANOOAL

FROORAM DAN KEQLATAN FERANOEAT DAERAH
FROVINE] KABUPATEN/KOTA ...
TAHUN ..... SR

Uruasn Midarg | Iraddzssar kirdra | i lAraagar
Uruasr
P Fagu Prakinssn

el [ SSTY RS o o [
[Targs L2 | LiEia

e = 13 i) S i@ | ] e | ] s L] |14 115)
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d. kesepakatan terhadap program dan kegiatan y&
diakomodir dalam rancangan RKPD.

d. Format kesepakaton program dan kegiatan yang belum diskomedir dalam
rancangan REFD Provinsi f Kabupaten / kota

FROGRAM DAN KEGIATAN YANG BELUM HAKGMODIR DALAM RANCANOAN REPD
FROVINSISEABUPATENKOTA .4

LAMPIRAN IV

EERITA

MUSRENBANCG

FROVINS] KABEUPATEN /EOTA...7]
ROMOR :

TANGOAL

-

ACARA KESEPAKATAN  HABIL
RKFD

!

um

>

TAHUN ... SR
Ha Fermasalahan Judul Kegmtan Laakaai Alanas
[ [¥] 3 14) [E]

Cara Pengisian Form sebagai beriloui-

Kolem (1) diisi dengan nomar urut Kegiatan Prioritas pada Tabun Rencana.

Kolom (2] diisi dengan permasalahan.

Kolem |¥) diisi dengan judul kegintan dari musrenbang kecamatan atau
Perangkat Daerah.

Kolom 4] diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsh.

Kolom (5] diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan keputusan fonem
schinggn kegiatan tersebut belum dapat diakomodir pada tabun

TEOCHNES.

7. Acara penutupan musrenbang RKPD
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+ PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD KOTA DI KECAMATAI&

Camat melaksanakan Musrenbang RKPD kota di kecamatanffetela
berkoordinasi dengan BAPPEDA Kota. dilaksanakan pSis Iau
minggu kedua pada bulan Februari. Musrenbang RKPD ota d1
kecamatan bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klaM
dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan
desa/kelurahan, yang  diintegrasikan  dengan  prioritas
pembangunan Daerah di wilayah kecamatan. mencakup:

a. usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan
yang tertuang dalam daftar usulan desa/kelurahan yang
akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah
kecamatan yang bersangkutan harus sesuai dengan sasaran
dan prioritas pembangunan;

b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang
belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan
desa; dan

c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah
kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
Kota.

Kegiatan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan
mengacu pada rencana program dalam rancangan RKPD Kota. Hasil
Musrenbang RKPD Kota di kecamatan dirumuskan dalam berita
acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili
pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD Kota di
kecamatan.

Unsur-unsur yang dilibatkan dalam musrenbang kecamatan
sekurangkurangnya terdiri dari:
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a. Peserta \ '

Peserta musrenbang kecamatan terdiri atas para Ma
dan lurah, delegasi musrenbang desa, delegasi kejlifrahan
pimpinan dan anggota DPRD Kota asal daerah ilJ
kecamatan bersangkutan, perwakilan Perangkat erah,
tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kel
masyarakat rentan termarginalkan dan pemangku
kepentingan lainnya skala kecamatan.

b. Narasumber
Narasumber musrenbang kecamatan dapat terdiri dari
pejabat BAPPEDA, perwakilan DPRD, camat, dan perwakilan
Perangkat Daerah Kota dan unsur lain yang diperlukan.

c. Fasilitator
Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang
memiliki  persyaratan kompetensi dan kemampuan
pemandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan
dalam kelompok diskusi

Musrenbang RKPD Kota di kecamatan dilakukan dengan tahapan,
sebagai berikut:

A. Persiapan musrenbang RKPD Kota di kecamatan, dilakukan
dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim
Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang
Kecamatan dengan anggota terdiri dari: unsur kecamatan
dan unsur masyarakat (akademisi, tokoh masyarakat, LSM,
dan keterwakilan perempuan) dengan mempertimbangkan
kemampuan dan komitmen untuk aktif terlibat dalam
seluruh tahap penyelenggaraan musrenbang kecamatan.

2. Penyusunan jadwal dan agenda musrenbang kecamatan
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3. Penyiapan data dan informasi dan bahan-bahan ‘an
diperlukan untuk dibahas dalam musrenbang N an.
Data dan informasi yang disiapkan oleh Tim Penyclhegar
dan bahan pembahasan musrenbang dokum enJ
daerah Kota di kecamatan antara lain:

Timbled
[hafiar Hemncoms Krgpatan Praormras Keoamatan
AT RISl &I oo " |
Tahuirs
- (LT T R - g a (R P rmengesr Do r o
- [ R & il CRads al — Ll ol Ll e vl LR TR T SNETI-T R
[ [F] (] [T (£ (] ]
" b= wlhar w gy Eral

Cara FPengisian Tabsl] [Daftar Hencana KEegatan Prontas Kecamatan, ssbhoagas

T i BT

Kokem (1) diisi dengan nomor amal provitas pembangunan  decrab wntuk
LM FereCm .

Kolorm [2) s dengan uwaian narmaf rumusan preaocitas pembansgoonarn.

Kobkorm (3 didsd dengan uraian judal fronousan sssaran pembangonan dacrakb.

Kb 4] alid el TSR LUTSLEAN NG RIS ETEa dars TSR ITLA RN T A

Kaoborms (%) alii s ol raEan Sl i mrad Erfiatan pEraasitan Wang Sres rLarjang

praritas prograsn denggan meemmn peer hankan apa yang dousulikan ole b
Perangkar Dasrah berdasarkan prakiraan majpo pada dokoosmesn
P i el Lalh e S i .

Koskborm (o) didst dengan jumiabh pageo ineikani untul sctiap program preocilas,
yang dihifung boerdasarkan indikas jenis dan besaran kogiatan yang
dibutuhlan sresusl progroaom priccitas dan emasnpoosn felead
darrah. Kodosm oo culoop doss acndu b paoegns i il il PO SITE R

Kaskoimm () aliiss PN an nama sartisan kerjas perangEat dasrah vang akan
b mmangrungawatr dan melaksanakan prograns danfatau kegpatan

Daftar Kegiatan Prioritas Kecamatan., Daftar kegiatan
prioritas pembangunan daerah Kota di
kecamatan disesuaikan dengan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam
rancangan awal dokumen rencana daerah yang
dikelompokkan menurut Perangkat Daerah sesuai dengan
tugas dan fungsi masing-masing. Bahan diperoleh dari
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BAPPEDA Kota, yang dapat disusun dan disajikan ke(&lam
format tabel sebagai berikut : \

a. Kompilasi Hasil Musrenbang Desa, Kom
musrenbang desa menurut urutan priorita
disepakati di musrenbang desa/kelurahan,
dikelompokkan menurut Perangkat Daerah, yang
disajikan  seperti dalam  format tabel sebagai
berikut:

Tabwel
Daftar Prioritas Desa menurut Perangkat Dacrah

Kecamatan B e e 9

Kabupaten /Kota S SRR 5ene "

TRRAIR . 300 3 iccisesessimestainevsassssassesan "

Ketermngan
- - L::: oo Kewenunian Dergan Status
Prioritan Duerah Ke... Usilan
() (2] [E]] [ (] (2]
Yai an dergan nama b Fhabupaten] kit dan tah

Cara Pengsian Form sebagai berikut:
Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan prioritas usulan desa/kelurahan

di kecamatan tersebut pada tahun rencana.

Kolom (2) disi dengan uraian nama/rumusan kegiatan prioritas dan

desafkelurahan,

Kolom (3) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
Kolom (4) diisi dengan jumlah dan satuan target sasaran kegiatan beserta

satuannyacontoh: 10 kn2, 100 orang, dan sebagainya.

Kolom (5) disi dukungan langsung kegiatan tersebut pada urutan priornitas

dacrah , misalnya: prioritas ke 1, 2, dan seterusnya.

Kolom (6) diisi status usulan kegiatan prioritas, status 0 adalah usulan tahun

n (tahun rencana, misalnya 2017); status | adalah usulan tahun ne
1 yang periu percepatan.
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Penyiapan daftar berbagai unsur yang akan dilibatkan élam
musrenbang kecamatan yaitu narasumber, fasilMgo an

peserta.

Pemberitahuan jadwal dan tempat pelaksanaan ™ HIJ
kepada BAPPEDA Kota. Dalam hal ini camat menyarRgaikan
surat pemberitahuan kepada BAPPEDA dengan dilampiri
pembahasan musrenbang

Mengumumkan secara terbuka perihal jadwal, tempat, dan
agenda musrenbang kecamatan minimal 7 (tujuh) hari sebelum
acara musrenbang dilakukan.

Penyampaian undangan kepada peserta musrenbang RKPD Kota
di kecamatan, yang dilampiri dengan bahan musrenbang.

. Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kota di kecamatan,
dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1.
2.
3.

Pendaftaran peserta;

Acara pembukaan musrenbang;

Sidang Pleno I Pemaparan materi dari narasumber dan materi
musrenbang; dan

. Sidang Kelompok.

a. Pemilihan unsur pimpinan kelompok diskusi terdiri dari
ketua, sekretaris dan notulen yang dipilih dari dan oleh
anggota kelompok diskusi yang difasilitasi oleh fasilitator;

b. Penyerahan kelompok diskusi dari fasilitator kepada Ketua
kelompok diskusi yang terpilih untuk memimpin jalannya
pemaparan dan pembahasan materi dalam kelompok
diskusi;

c. Verifikasi usulan kegiatan prioritas desa/kelurahan oleh
peserta musrenbang kecamatan dan dinilai kesesuaiannya

dengan prioritas dan sasaran daerah sesuai tugas dan
7



fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan oleh p&erta '
kelompok; dan

. Setelah dilakukan penyepakatan kegiatan-kegiat
sesuai dengan prioritas, selanjutnya dilakukan%
rating untuk menentukan urutan prioritas. skor
rating dilakukan untuk tiap kelompok kegiatan
masing-masing prioritas pembangunan daerah. Kriteria
yang digunakan sebagai dasar penilaian prioritas
ditetapkan oleh camat. Kriteria penilaian dapat
dikembangkan sesuai kondisi setempat.

Sebagai contoh kriteria: (1) Kesesuaian dengan
rancangan awal dokumen rencana daerah; (2) kepentingan
lintas desa/kelurahan; (3) Dukungan pada pencapaian
target prioritas pembangunan Kota; (3) Dukungan pada
pemenuhan hak dasar rakyat lintas desa/kelurahan; (4)
dukungan pada nilai tambah pendapatan lintas
desa/kelurahan.

Hasil prioritisasi kegiatan berdasar kriteria, disajikan dalam
format tabel sebagai berikut:



=
-

Taleei
Proctmas legistan Derdasss Antera

e
e ol
e pia
e . —— —— R = N Tend | U
ngeten dmgmt T pmesadas e ey | e
Ranund P - dan ok banar e —
LA PR e
L ] -
[ 1 o "~ e ~ [ - r~

Carn Pengsan Tabel Prontsan Kogastan Berdasss Krtera:

Kolom (1) dus dengan somer urut program dan kegatan.

Kolom (2) dust dengan kegistan pe dema fkrdiraban yang deasalean.

Kolom 13 dus dengan anghs | jika oursng sewus dengan mancsogan swsl
doloumen rencans daerab, angha 2 sk cubup sesust  dengan
rancangan swal doloummen rencans decrah, dan angics 3 juics ssngat
senuni  dengan  rancangen  awsl  dolossen  rencosns  deerab.
Kesewusian dengan rancangan swal dokumen rencans desrah
dinslad dant besewasan dengan mocangan  kogatan Persogiont
Daerah.

Kolom 15) diisi dengan angica | jika kurasng berkoot ritesi, angha 2 jlo culcap
berkont nbus, dan sngka 3 jos sangst berkontribue

Kolom |5)  dum desggun anghon 3 plos smnggst sewuml, sogion 2 jios culoup sewani,
megion 1 puon waali tatak

Kolom 16) dis dengun anghs 3 jlkoa et dukoung perarek nila
tambah, angia 2 g cakup meadukung peregkatan nile tmbah
angha 1 jike kurmng mendulouny penicgheten nde teebab.

Penangicatan milas  tambalds  denid dan p dmn
yang deren - apasah meranghatian ke sesceisn
peroleh penday ynrakat gaataan kisalitas hatup
masyvarmkat, dan meoeraame.
Kolom (7) dus dengen kriterss lain yang dosepalots forum.
Kelom |5) dus dengan dengan total shor. Semalan tingg shor yang diperoleh
suaty  kogstan pelayasan, semakin teggs prontss  egeeten
Lat i ditangans di tah
Kolom (V) dus dengan nomor wret pesorstas ongiatan tersebet .

Catatan: Kriferia kegiatan prioritas yang diusulkan menjadi prioritas
kecamatan, ditetapkan oleh camat setelah disetujui BAPPEDA Kota.
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akan dijadikan kegiatan prioritas kecamatan
selanjutnya diselaraskan dengan rancanga
program dan kegiatan Perangkat Daerah yang te
dalam rancangan awal dokumen rencana daerah.
f. Selanjutnya dilakukan langkah penyelarasan rancangan

kegiatan pada rancangan awal dokumen rencana daerah
dengan Daftar Kegiatan Prioritas Kecamatan yang
dihasilkan  dari langkah pada huruf d diatas.

Langkah penyelarasan dapat dilakukan antara lain dengan
cara sebagai berikut:

1.

Memeriksa apakah semua kegiatan  prioritas
kecamatan tersebut sudah tercantum pada rancangan
kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang ada
dirancangan awal dokumen rencana daerah;

Apabila kegiatan prioritas kecamatan sudah tercakup
dalam rancangan kegiatan Perangkat Daerah
dirancangan awal dokumen rencana daerah, maka
diserasikan lokasi dan target volume kegiatan, dengan
mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif;,
Apabila kegiatan prioritas tersebut belum tercakup,
maka ditambahkan pada daftar rencana kegiatan
Perangkat Daerah yang ada dirancangan awal
dokumen rencana daerah; dan

Kegiatan prioritas kecamatan yang tidak dapat
dilakukan hanya oleh satu Perangkat Daerah,
dikelompokkan sebagai kegiatan lintas Perangkat
Daerah.
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. Langkah selanjutnya dilakukan penajaman ruAsan '
sasaran dari kegiatan Perangkat Daerah, 5 an
prioritas kecamatan yang telah disepakati
diskusikelompok musrenbang kecamatan.

h. Langkah selanjutnya dilakukan penyepakatan usul
indikatif masing-masing  kegiatan dalam w
kecamatan,yang disesuaikan dengan ketersediaan pagu
indikatif =~ yang  dialokasikan = untuk  kecamatan
tersebut.

i. Hasil kesepakatan kegiatan prioritas kecamatan menurut
Perangkat Daerah selanjutnya dapat dituangkan dalam
contoh tabel sebagai berikut
1.  Penyiapan daftar berbagai unsur yang akan

dilibatkan dalam musrenbang kecamatan yaitu
narasumber, fasilitator, dan peserta.

2. Pemberitahuan jadwal dan tempat pelaksanaan
musrenbang kepada BAPPEDA Kota. Dalam hal ini
camat menyampaikan surat pemberitahuan kepada
BAPPEDA dengan dilampiri bahan pembahasan
musrenbang

3. Mengumumkan secara terbuka perihal jadwal,
tempat, dan agenda musrenbang kecamatan minimal
7 (tujuh) hari sebelum acara musrenbang dilakukan.

4. Penyampaian undangan kepada peserta musrenbang
RKPD Kota di kecamatan, yang dilampiri dengan
bahan musrenbang.




» W !

Daftar Urutan Kegratan Prioritas Kecamatan berdasar Perangkat Dasrabh

Kecamatan .........
Tabam. oo
Frueras | fessren | Frogres | cogeies | S | Dok Pasanggiat Dumrah
B | Dasrah | Dwersh Fromoss | Logiaian "::" Vealums | Fagas e ]
L] = (2] 4y B L] Ll - [ i) 1o

Cara Pengaian Tabel Daftar Urutan Kegatan Priontas Kecamatan Berdasar

Perangkat Dacrah

Kolom (1) disi dengan nomor urut proritas pembangunan dasrah untuk
tahun rencana,

Kolom [2) dusi dengan urassn mams f rimusan preoritas pembsargnarn.

Kolom [3) diisi dengan uradan judul fromusan sasaran pembangunan dacrah,

Kolom [4) dom dengan urasan nama program dan masing-maseng proritas.

Kolom [5) dus dengan nnoan indicani begatan priontas yang menunjang
prioritas program dengan memperhatikan apa yang diusulkan oleh
rencana dacrah tahun sebelumnya.

Kalam [7) dus dengan uraian lokasi pelaksanaan kegatan tab.,

Kolom (#) diusi dengan jumlah, dan satuan target sasaran kegiatan beserta
satsannyacontoh: 10 kml, 100 orang. dan scbagainya

Kolom (%) diisi dengan jumlah pagu indikatif untuk sctiap program presntas,
yang dihitung berdasarkan indikasi jenis dan besaran kegiatan
yang dibutuhkan sesuai program prioritas dan kemampuan fiskal
dasrah. Kolom ini culiup diisi uniuk pagu indicatnd program saja.

Kolom (10} disi dengan nama Perangkat Dacsrah yang | bertanggungjawak
mclaksanakan program danfatau kegatan yang dircncanakan
sesua dengan tugss dan foungss.

j. Kegiatan yang belum dapat disepakati sebagai kegiatan
prioritas kecamatan untuk dilakukan dalam tahun rencana
berdasar alasannya,perlu didokumentasikan sebagai bahan
pertimbangan untuk diusulkandalam perencanaan tahun
berikutnya.
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Beberapa kemungkinan alasan pertimbangan M 1n:

1) daya ungkit terhadap capaian prioritas dam 4
tinggi;

2) keterbatasan anggaran tahun rencana, se
kemungkinan ditunda untuk diusulkan
berikutnya;

3) termasuk kewenangan lintas Kota sehingga diusulkan
ke provinsi; dan

4) alasan lainnya.

tahun

k. Pendokumentasian kegiatan yang belum diakomodir
disusun dengan cara disajikan dalam contoh tabel sebagai
berikut:

Tabwt
Daftar Kegiatan yang Belum Disepaloats
Tahun. ... .. o |
Kt an _TR— |
[ 2P T E R S I ——— |

N P et s lavkum (van/dhobusadimg Vel usne R
1 ] ] & G

M e mrmame e e Lads e [/ nrameris b cmient s e meie Per g s Dser wby

Cara Pengisian Tabel Daftar Kegaatan yang Belum Disepakat sebagal berilour:

Kolom (1) diad dengan nomors urut kegiatan prioritas usulan desa fkelurahan
di kecamatan tersebat pada tahun rencana.

Kolom (1) dilsd demgan wuralan nama/rumusan kegiatan proritas dan
desa /kelurahan.

Kolom (3) diss dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsh.

Kolom (4) ditss dengan jumlah, dan satuan target! sasaran kegiatan besecria
satuannya, contoh: 10 km2, 100 orang, dab,

Kolom (5) disi dengan alasan yang menjadi pertimbangan keputusan forum
schingga keglatan tersebdbut belum dapat diskomodir pada tahun

rencara.



l. Pengambilan keputusan kesepakatan terhadap
yang diusulkan melalui musyawarah unt
mufakat.

m. Apabila pengambilan keputusan tidak dapat dite
melalui  musyawarah  untuk  mencapai  mufaka
pengambilan keputusan ditetapkan dengan persetujuan
sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari
jumlah kelompok diskusi.

n. Perumusan hasil kelompok diskusi dipimpin oleh ketua,
sekretaris dan notulis dibantu fasilitator dan narasumber.

5. Sidang Pleno II

Sidang Pleno II dipimpin oleh Camat. Dalam sidang Pleno II

bertujuan untuk:

1. Pemaparan kegiatan  prioritas kecamatan  beserta
sasarannya, yang merupakan hasil kesepakatan dari
masing-masing kelompok dihadapan seluruh peserta
musrenbang dokumen rencana daerah Kota di kecamatan;
dan

2. Memperoleh tanggapan, penajaman, dan Kklarifikasi dari
seluruh peserta musrenbang kecamatan terhadap materi
yang dipaparkan oleh ketua kelompok diskusi, dan
pengambilan keputusan menyepakati kegiatan prioritas
pembangunan daerah Kota di kecamatan.

6. Rangkuman hasil kesepakatan dalam sidang pleno I,
dirumuskan kedalam rancangan berita acara kesepakatan
hasil musrenbang dokumen rencana daerah Kota di
kecamatan oleh tim perumus yang dipimpin oleh Camat.
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7.Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrer&
kecamatan, dibacakan kembali dalam sidang plerbl
disepakati dan ditandatangani oleh yang mewaki
unsur pemangku kepentingan yang menghadiri
dokumen rencana daerah Kota di kecamatan.

8. Camat menyampaikan salinan berita acara kesepakatan

musrenbang kecamatan kepada bupati/wali kota sebagai
bahan penyusunan dokumenrencana daerah Kota, dan kepada
Kepala Perangkat Daerah Kota sebagai bahan penyusunan
rancangan Renja Perangkat Daerah yang akan dibahas di
forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

9. Format berita acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan
beserta lampiran terdiri dari:

a.

b.

Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang
dokumen rencana daerah di kecamatan;

Kegiatan Prioritas Kecamatan menurut Perangkat
Daerah;

Daftar usulan yang belum disetujui Musrenbang
dokumen rencana daerah di kecamatan; dan

Daftar hadir peserta musrenbang dokumen rencana
daerah di kecamatan. dengan contoh format sebagai
berikut:
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Farmat Rancangan Berita Acara Kesepakatan Hasill Musrenbang REPD Di
Kecamatan

RANCANGAN BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD

KARBUPATEN FECCOTA. =
DI KECAMATAN __._._. - TAHUN
Pada hari ... mnggal . mampail dengan mmnggal . bulan
tabhurn  oveeeieeeee. beertesmpas odd oo felah disslenggaran musrenbang

dolkumen rencana dasrah kabupaten fleota yang dihadin permangn kepentingan

mesuai dengan dafitar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN | berita

acara ind
ZEetelah memper i T T dan mempertimbanglcomn:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan olebh [dijelaskan sscara
berurutan pejabat  yang meocyampaikan pada  acara  pembukaan
musrenbang kecamatan.

2. Pemaparan materi lainoya [diseswcaikan dengan materi dan mama pejabat

vang menvampadkean)_

3. Tanggapan dan samn dar seluruh peserta mesrenbang kecamatan terhadap
materi yang Jdipaparkan oleh masing=masing ketua kelompok  diskloosi
scrbagammana telah dimngkom menjadi hasil keputusan kelompok diskusi
musrenbang kecamatan, mn]ﬂ.padn
Hari dan Tanggal T e

Jam £
Tempat R —
musrenbang kecamasan e
MENYEPAKATI
KESATL : Kegiatsan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan kebotubhan
pendanan dalam Dafiar Priocitas Escamatam ...
HKabupaten flketa .. ) Tahun ... sebagaimana sercanmuem dalam
LAMPIRAN Il berita acar ini.
KEDATA : Usulan program dan 0 Vamg o t diakomodir
dalam rancangan dokumen rencana daerah Kabupatenfkota ...")
Tabhun .... = ... beserma alasan pencloa L1 4 i Tai
tercantum dalam: LAMPIRAN Il berita scara fmi
KETHZA : Hasil Eersepan ket oo sidangesidang e MMusr ng
Kecamatan .....Kabupatenfkota ...*] Tahun... dan Dafiar hadic
KEEMPAT : Beria acar ini dijadikan sebagai bahan penyusanan ancangan
dokumen rencana dasrah kabupaten fkota =) ... Tabun ...

Demikian berita scara ind diboat dan disahkans wntuk digoemalkean
=crbagaimana mesiinya.

........................... . tanggal ——
Pimpinan Sidang
Tanda tamgamn
| Mama)
aA, Leil " 3 Kl FECeta )
pe) Murna L . ii Taricia
a.
=
Eat

3
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LAMPRAN] : BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL MUSRENEANGO KECAMATAN

a. Format Dafiar Hadir Peserta Musrenbang Kecamatan

7/

HOMOR
TANMOGAL
Daftar Hadsr Peseria Musrenbarg Kecamatan
Ercamatan
Turcgnml
Tempal [ ——
Mo | Mama Lemnbauga f Enstsinaai ﬂ;"‘ b ne Tamula lampn

b. Format Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Eecamatan Menurut Peranglat

Dasrah
LAMFIRAN [ : BERITA ACARA KESEPAKATAN HAZIL
MUSRENBANG KECAMATAN
HOMOR
TANGIAL
Daftar Uruban Kegmtan Priocilas K Menurul Perangkat Dacrah
Ercmmulan 2 o
Tabum e
) . Lok Peracglot
i Frioritas Samarar: | Program | Kegiatan | S ey Vsl Fa Dacrak
2 | Daersh Draerak Frioritas | Kegistan :l::ln iuame L Permxygrum
| ¥ mowah
i | 13) [ i) 15 16) (0] L] iG] 1
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PETUNIUK TERN]S PELAXSANALN
WUSRENBANG TN LUSIF

PELAKSANAAN MUSRENBANG INKLUSIF

BAPPEDA sebagai pelaksana dan mengkoordinasikan Musrenbang
Inklusif dengan bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat
marginal yang ada di Kota Palu, untuk :

menyepakati permasalahan pembangunan Daerah;
menyepakati prioritas pembangunan Daerah;

menyepakati aspirasi kelompok masyarakat inklusif;
penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah
dengan usulan musrenbang inklusif

aooe

Hasil Musrenbang Inklusif dirumuskan dalam berita acara
kesepakatan dan ditandatangani oleh wunsur yang mewakili
pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang Inklusif. .
Musrenbang Inklusif dilaksanakan paling lambat pada minggu
kedua bulan Maret dengan Unsur-unsur yang dilibatkan dalam
musrenbang Inklusif sebagai berikut:

a. Peserta
Peserta musrenbang Kota terdiri dari wali kota dan wakil wali
kota, pimpinan dan anggota DPRD Kota, pejabat BAPPEDA dan
Perangkat Daerah Kota, para camat, para delegasi mewakili
kelompok inklusif, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat,

se
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unsur pengusaha/investor, keterwakilan perempuan ‘erta
unsur lain yang dipandang perlu.

b. Narasumber
Pimpinan atau anggota DPRD Kota, pejabat Peran& aJ
provinsi dan pejabat Perangkat Daerah Kota atau dafgunsur
lain yang dipandang perlu, dapat diundang m i
narasumber musrenbang Inklusif.

c. Fasilitator
Tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki
kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan

proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi
musrenbang Inklusif

Petunjuk Tekniks Pelaksanaan

1. Acara pembukaan musrenbang Inklusif;

2. Rapat Pleno I, pemaparan materi dari para narasumber
(Daerah);

3. Pembahasan materi dalam sidang kelompok Inklusif yang
terdiri dari aspirasi kelompok masyarakat marginal yang
sebelumnya telah dibahas bersama dalam pra musrenbang
inklusif;

4. Rapat Pleno II, pemaparan hasil sidang kelompok Inklusif
oleh setiap ketua sidang kelompok, dan tanggapan,
penajaman, dan klarifikasi dari seluruh peserta Musrenbang
Inklusif untuk disepakati menjadi keputusan musrenbang
Inklusif;

5. Perumusan rancangan berita acara musrenbang Inklusif
oleh tim perumus yang dipimpin oleh Kepala BAPPEDA
berdasarkan rangkuman hasil rapat pleno II musrenbang
Inklusif;
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BERITA ACARA \ '
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG INKLUSINg

KOTA PALU TAHUN .....
-~( J/

dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam
daftar hadir peserta dalam Lampiran I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan
mempertimbangkan:

1. Sambutan Wali Kota Palu .....
2. Rapat Pleno I (Pemaparan .....).

3. Rapat Pelno II (Tanggapan dan saran dari seluruh peserta
musrenbang Inklusif terhadap materi yang dipaparkan oleh
masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah
dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi
musrenbang Inklusif Kota Palu tahun ...), maka pada:

Hari dan Tanggal D
Jam D

Tempat S

Seluruh peserta musrenbang Inklusif Kota Palu
MENYEPAKATI

KESATU : Menyepakati program dan kegiatan yang belum
dapat diakomodir dalam musrenbang kecamatan
dan reses Anggota DPRD Kota Palu tahun

4
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sebagaimana tercantum dalam Lampiran II &
acara ini.

KEDUA : Menyepakati usulan komunitas yangagle ant?#
dalam lampiran yang merupakan bagia@ fidak
terpisahkan dari hasil kesepakatan musr8gbang
inklusif Kota Palu tahun ... untuk program
kegiatan yang belum dapat dijadikan sebagai bahan
penyusunan rancangan akhir RKPD Kota Palu
Tahun .....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Pimpinan Sidang

Mewakili Peserta Musrenbang Inklusif Kota Palu

No

Nama Unsur Jabatan TTD

dst
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Rancangan berita acara kesepakan hasil musrer&an
Inklusif yang memuat rumusan kesepakhl asl
musrenbang Inklusif, antara lain terdiri dari lagpiran

lampiran sebagai berikut: J

a. daftar hadir peserta musrenbang Inklusif
Lampiran I : Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Inklusif
Daftar Hadir Peserta Musrenbang Inklusif

Hari/tanggal : ..........
Tempat Do

No Nama Unsur Alamat & No.HP TTD

1

2

dst

b. Daftar usulan prioritas masing-masing kelompok
inklusif

Lampiran I : Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Inklusif

Daftar Usulan Prioritas Kelompok

No Kelompok Usulan Usulan Prioritas
1 1

2

dst

c. Daftar delegasi kelompok inklusif yang akan
mengawal usulan pada tingkat Musrenbang Kota

4. Acara penutupan musrenbang RKPD
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